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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2OO9

TENTANG

PERTANGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE1ANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT. TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTAR.A,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Penntakilan

Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan , Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan Leinbaran Negara Nomor 3312) sebagaimana t€lah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36S5) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a}a$;

:1.

2.

3.



4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

atas"Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 8688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) ;

B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa2D;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesib Nomor 41137)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4&afl;

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesid Tahun 1950

Nomor 59);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Neggra Republik Indonesia Nomor a028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20b1 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44L6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2A04 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A07 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

21. Peraturan Pemerintin Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577);



i

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

as78);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonbsia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a67il;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Ralcyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A07 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

28. Keputusan Presiden Nomor B0 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pe:'nerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran

Negara Repu.blik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun

2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa

Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun Z0A7

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2A07 tentang

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggararl Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelalaanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Cara Penatausahaan dan Penyusunan
I

Bendahara sefta penyampaian;

33. Perdturan Daerah Provinsi Sumatera Utard Nomor 1 Tahun 2008
tenbhg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar:an 2008

(Ledlbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2008

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 10);

I

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIflAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATEM UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATUMN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG]AWABAN PEI.AKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI SUMATEM
UTAM TAHUN ANGGARAN 2OOB.

Pasal 1
(1) ,Peftanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat :

a. Laporan Realisasi APBD;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

55 Tahun 2008 tentang Tata

Laporan Pedanggungjawaban

Menetapkan



a.

b.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal t ayat (1)

huruf a Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

Pendapatan Rp. 3.225.853.317.436,80

Rp. 2.967 .350.7 94.7 14.52

Rp. 258.502.522.722,28

Rp. 394.258.829.829,32

Rp. 42.170.400.623.86

Rp. 352.088.429.205,46

Belanja

Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 49.524.490.424,80 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 3.L76.328.827.0t2,00

b. Realisasi .............. Rp. 3.225.853.317.436,80

Selisih lebih....... Rp. 49.524.490.424,80

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 561.063.277.L26,48 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 3.528.4L4.07L.841,00

b. Realisasi ............ Rp.2.967.350.794.714,52

Selisih kurang Rp. 561.063.277.126,48

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp. 610.587.767.551,28 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan Rp. (3 5 2. 0 85.244.829,00)

Rp. 258.502.522.722.28

Rp. 6t0.587.767.55L,28

b. Realisasi

- Penerimaan

- Pengeluaran

Surplus/Defisit)

Selisih lebih
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4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp. 0,32 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan

b. Realisasi

Selisih lebih....... 0,32

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 3.184.376,14 dengan riflcian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan

b. Realisasi.. ,. Rp. 42.170.400.623,86

Selisih kurang..,.. Rp. (3.184.376,L4)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 3.184.376,46 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 352.085.244.829,00

b. Realisasi pembiayaan netto Rp. 352.088.429,205,46

Selisih 1ebih........ Rp. 3.L84.376,46

Rp. 394.258.829.829,00

Ro. 394.258.829.829.32

Rp.

5.

6.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Tahun 2008 sebagaimanb berikut :

a. Jumlah Asset

b, lumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

t huruf b per 31 Desember

Rp. 6. 1 10.303.862.433,49

Rp. I.797.752.825,79

Rp. 6. 108.506. 1 0g.607,70

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf, c untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 sebagai

berikut: i

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2008.....

b. Arus kas dari aktivitas operasi............

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non

keuangan

d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan ."..

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

397 .A34.6L5.796,12

835.995.470.488,28

(577.492.947 .766,00)

(42.r70.400.623,86)



Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
peftanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2008 sebagai rincian lebih

lanjut dari peftanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2008.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara,

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 September 2009

GUBERNUR SUMATERA UTAM,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 14 Seprenber 2009

PROVINST,

LL


